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ABSTRACT

Approach restorative justice is an alternative settlement of criminal problems with an emphasis on
problem/conflict recovery and balancing in society, namely by restorative justice. Settlement policy
through restorative justice This is to create a balance between victims and perpetrators, then the
handling of criminal cases can run flexibly so that it is not rigid by requiring justice. The research
conducted by this writer when viewed from the source of the data is a normative juridical research.
Normative juridical, namely legal research conducted by reviewing literature or data as a secondary
basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under
study. The application of restorative justice in the settlement of traffic accident cases resulting in
death in its settlement focuses on recovering the victim not on punishing the perpetrator, with a
meeting between the perpetrators and the victim in hostilities an opportunity to make peace without
having to continue the legal process due to an accident that occurred not because of the will
perpetrator but an accident that was not expected to occur and then the perpetrator and the victim
Jjointly seek a fair solution not to continue the legal process that applies by pouring out the contents
of the peace agreement with witnesses from both parties and the peace document for the traffic

accident.
Keywords : restorative, justice, traffic, accident

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Dipahami, bahwa lalu lintas dan angkutan
jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi
nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan
oleh Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan
angkutan jalan sebagai bagian dari sistem

transportasi nasional harus dikembangkan
potensi dan perannya untuk mewujudkan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan
dalam rangka mendukung pembangunan
ekonomi dan  pengembangan  wilayah.
Perkembangan lingkungan strategis nasional
dan internasional menuntut penyelenggaraan
lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas
penyelenggraan Negara.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan
jalan perlu diselenggarakan secara berkesinam-
bungan dan terus ditingkatkan agar daya
jangkau dan pelayanannya lebih muda diakses

ke masyarakat, dengan memperhatikan
kepentingan umum  dan  kemampuan
masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi
antara wewenang pusat dan daerah antara
instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta
terciptanya nuansa keamanan dan ketertiban
dalam menyelanggarakan lalu lintas dan
angkutan jalan, sekaligus menciptakan sistem
transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam
satu undang-undang yang utuh yakni dalam
undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-
undang tersebut menggantikan undang-undang
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai
dengan perkembangan zaman sekarang,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem
yang merupakan bagian dari transportasi secara
keseluruhan.

Dalam undang-undang ini juga mengatur
tentang hak, kewajiban, dan pertanggung-
jawaban para penyedia jasa terhadap kerugian
pihak ketiga sebagai akibat dari penyelang-
garaan angkutan jalan menurut undang-undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992
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tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “bahwa
kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu
peristiwa yang terjadi dijalan raya secara tidak
sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan
korban manusia maupun harta benda”.’

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan dalam Pasal 93
menyatakan “bahwa kecelakaan lalu lintas
merupakan suatu peristiwa dijalan yang tidak
disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan
kendaraan yang sedang bergerak dengan atau
tanpa memakai jalan raya lainnya, yang
mengakibatkan adanya korban manusia dan
kerugian harta”.?

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu
litas adalah suatu peristiwa yang tidak di sangka-
sangka dan tidak disengaja melibatkan
kendaraan dengan atau tanpa memakai jalan
lainnya, yang mengakibatkan korban manusia
dan harta benda.

Sedangkan itu, dalam Pasal 24 Undang — Un-
dang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan,
setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
a) Berperilaku tertib dan Mencegah hal —hal

yang dapat merintangi, membahayakan
kebebasan dan keselamatan lalu lintas
atau yang dapat menimbulkan kerusakan
jalan dan bangunan di jalan.

b) Menempatkan kendaraan atau benda —
benda lainnya dijalan sesuai dengan
peruntukannya.

2. Pengemudi dan pemilik kendaraan
bertanggung jawab terhadap kendaraan
berikut muatannya yang ditinggalkan
dijalan.®

Eksistensi penyelesaian perkara di Iluar

pengadilan melalui restorative justice atau
mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji
dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari
dimensi praktik maka mediasi penal akan
berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan.
Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari
terjadi peningkatan jumlah volume perkara
dengan segala bentuk maupun variasinya yang

! Undang-Undang No. 14 tahun 1992
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43
tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas

masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya
menjadi beban peradilan yaitu kepastian hukum,
kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua
macam perkara pidana harus diajukan dan
diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada
perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan
untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.
Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal,
sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh
dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka
dan korban), serta untuk mencapai kepentingan

yang lebih luas, yaitu terpeliharanya
harmonisasi sosial.
Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam

sebuah perdamaian yang mana antara si korban
dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu
petemuan  untuk  sama-sama  berbicara.
Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk
dari Restorative Justice sesungguhnya. Semua
bentuk  pelanggaran lalu  lintas  yang
mengakibatkan korban luka ringan, luka berat
bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapka
dengan sistem Restorative Justice. Di Indonesia,
praktik secara Restorative Justice ini juga telah
dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian
secara kekeluargaan. Praktik-praktik yang ada
tetap mempunyai dasar Restorative Justice yang
telah diakui banyak Negara yang mana dalam
pelaksanaannya kini telah diimplementasikan
dalam sejumlah aturan dan pola cara.
Restorative justice mengupayakan me-
restore keamanan korban, penghormatan
pribadi, martabat, dan yang paling penting
adalah sense of control (rasa dari control).
Dengan menganut paradigma restorative justice,
diharapkan kerugian dan penderitaan yang
dialami oleh korban dan keluarganya dapat
dipulihkan oleh pelaku, dan juga beban bersalah
pelaku berkurang karena telah mendapat
pengampunan dari korban atau keluarganya.*
Dengan pengertian tersebut, penegakan hukum
memberikan ruang partisipasi antara korban dan
pelaku dalam bentuk kesepakatan yang dapat

3 Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4 Bambang Waluyo,2016, Penegakan
Hukum di Indonesia, Jakarta, h.108
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memulihkan  hubungan keduanya seperti
sebelum kejahatan terjadi.®
Berbagai penyelesaian suatu perkara

pidana dapat dilakukan secara damai atau
diproses di pengadilan. Dimana berbagai upaya
tersebut sesuai terhadap pihak-pihak yang
bersangkutan. Tujuan penyelesaian dilakukan
semata-mata untuk menemukan arti keadilan
dari orang yang berperkara, dimana keadilan
menjadi salah satu prinsip suatu hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia biasanya
penyelesaian perkara dilakukan penerapan
restorative justice. Pendekatan restorative
justice ini perlu direformasi adalah suatu
alternatif penyelesaian masalah pidana dengan
penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan
pengambilan keseimbangan dalam masyarakat
yakni dengan restorative justice.®

Dasar penyelesaian melalui restorative
justice ini untuk mewujudkan keseimbangan
antara  korban dan pelaku, kemudian
penanganan perkara pidana dapat berjalan
secara fleksibel sehingga tidak bersifat kaku
dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Salah
satu penyelesaian ini penulis mengambil contoh
kasus lalu lintas

Sedang dalam UU No.22 Tahun 2009,
ketiga golongan kecelakaan lalu lintas diberi
sanksi yang berbeda. Kecelakaan lalu lintas
yang mengakibatkan kerusakan kendaraan
dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan
dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-.
Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka
ringan dan kerusakan kendaraan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling
banyak Rp 2.000.000,-. Lalu terakhir,
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan
kematian dipidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan atau denda Rp 10.000.000,-

Mengingat pendekatan restorative justice
terhadap penyelesaian tindak pidana kecelakaan
lalu lintas di Indonesia secara umum,
mendorong peneliti untuk meneliti dan mengkaji
lebih dalam penerapan hukum dalam
penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang
dikaitkan dengan konsep restorative justice

S Marjan Miharja, Diversi dan Restoratif
Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas,
h.5.

6 Ali Sodikin,2015, Restorative Justice
dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif

menjadi penelitian yang berjudul “Analisis
hukum terhadap penerapan restorative justice
dalam  kecelakaan  lalu  lintas  yang
mengakibatkan kematian”
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penerapan konsep Restorative
Justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami tentang
konsep Restorative Justice yang ditujukan
terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan
lalu lintas.
1.4 Metode Penelitian
1. Jenis Dan Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini
apabila dilihat dari sumber datanya merupakan
penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara
mengadakan penelusuran terhadap peraturan —
peraturan dan literatur — literatur yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Restorative Justice
Restorative justice atau Keadilan Restoratif

adalah penyelesaian perkara tindak pidana

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula, dan bukan pembalasan.’
Beberapa pengertian restorative justice

yang dikemukakan para ahli, antara lain:®

a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif
adalah proses untuk melibatkan dengan
menggunakan segala kemungkinan, seluruh
pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan
untuk mengidentifikasi serta menjelaskan
ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam
rangka menyembuhkan serta menempatkan
hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan
tempatnya.

b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif
adalah suatu proses yang semua pihak yang

Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,
dalam Asy-Syari"ah, 49, Edisi | Juni, h. 64.

" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012
tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

8 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di
Indonesia, h. 109.
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bertarung dalam suatu delik tertentu
berkumpul bersama untuk memecahkan
masalah secara kolektif bagaimana membuat
persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu
delik dan implikasi dimasa depan).
Restorative  justice telah berkembang
secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara,
restorative justice menjadi satu dari sejumlah
pendekatan penting dalam kejahatan dan
keadilan yang secara terus  menerus
dipertimbangkan di sistem peradilan dan
undang- undang. Sesuai dengan penyebaran
proses ini di seluruh dunia maka timbul
beberapa inovasi yang memang terbuka untuk
restorative  justice. Lebih  memudahkan
restorative justice memandang bahwa:

1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap
rakyat dan hubungan antar warga
masyarakat.

2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.

3) Keadilan mencakup para korban, para
pelanggar, dan warga masyarakat di dalam
suatu upaya untuk meletakkan segala
sesuatunya secara benar.

4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan
pemulihan kerugian yang dideritanya (baik
secara fisik, psikologis, dan materi) dan
pelaku bertanggung  jawab untuk
memulihkannya (biasanya dengan cara
pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan
maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan
pemberian kompensasi ataupun restitusi.’

Selama ini penggunaan proses Resforative
Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi
dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari
proses peradilan pidana keluar proses formal
untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada
dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa
melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal
asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum
Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang
merupakan hukum asli Indonesia, sudah meng-
gunakan jalan musyawarah untuk menyelesai-
kan segala macam sengketa, baik perdata
maupun pidana dengan tujuan untuk mengem-
balikan keseimbangan atau memulihkan

® Achmad Ali,2009, Menguak Teori Hukum
(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Hal. 249.

keadaan. Sejarah Restorative Justice dan
Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan
suatu perkembangan dari pemikiran manusia
yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan
dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba,
bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam
menyelesaikan masalah termasuk penyelesaan
masalah tindak pidana. Istilah umum tentang
pendekatan restoratif diperkenalkan untuk
pertama kali oleh Albert Eglash yang
menyebutkan istilah restorative justice yang
dalam tulisannya mengulas tentang reparation
menyatakan bahwa restorative justice adalah
suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap
pendekatan keadilan retributif dan keadilan
rehabilitatif. !

Sejarah perkembangan hukum modern
penerapan restorative justice diawali dari
pelaksanaan program penyelesaian di luar
peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat
yang disebut dengan victim offender mediation
yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara
Canada. Program ini awalnya dilaksanakan
sebagai tindakan alternatif dalam menghukum
pelaku  kriminal anak, dimana sebelum
dilaksanakan hukuman pelaku dan korban
diizinkan bertemu untuk menyusun usulan
hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan
dari sekian banyak pertimbangan hakim.
Program ini mengangap pelaku akan
mendapatkan keuntungan dan manfaat dari
tahapan ini dan korban juga akan mendapat
perhatian dan manfaat secara khusus sehingga
dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan
pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak
yang bertanggung jawab dalam memberikan
ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan
program tersebut diperoleh hasil tingkat
kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan
pelaku daripada saat mereka menjalani proses
peradilan tradisional !

Perkembangan konsep restorative justice
dalam 20 tahun terakhir = mengalami
perkembangan yang sangat pesat di beberapa
Negara seperti Australia, Canada, Inggris,
Wales, New Zealand dan beberapa Negara

10 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013,
Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui
Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum,
Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

11 Ibid., hal. 30
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lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu
juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara
yang sering membentuk perkumpulan dengan
Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran
penghukuman secara represif tidak dapat
menghindar dari pengaruh kuat perkembangan
restorative justice. Ada 4 (empat) kelompok
praktik yang berkembang di Negara-negara
yang menjadi pioner penerapan restorative
Justice yaitu :

1. Victim Offender Mediation (VOM)

Proses restorative justice terbaru adalah
victim offender mediation yang pertama kali
dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika
bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan
Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania
Amerika Serikat menjalankan program tersebut
dalam kantor pembelaan terhadap korban di
bawah tanggung jawab Departemen Penjara.
Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang
lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku
yang diancam hukuman mati.'?

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi
adalah korban yang secara sukarela, pelaku,
pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak,
orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang
dianggap penting bila diperlukan serta mediator
yang dilatih khusus.

2. Conferencing/Family Group Confencering
(FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali
di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di
Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya
merupakan refleksi atau gambaran aspek proses
secara tradisional masyarakat yang diperoleh
dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa
Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini
terkenal dengan sebutan wagga wagga dan telah
dipakai untuk menyelesaikan permaalahan
dalam masyarakat tradisional dan merupakan
tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang
turut serta dalam proses family group
conferencing adalah anggota masyarakat,
pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak
dari korban atau pelaku serta lembaga yang
punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan
kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan
member semangat kepada pelaku, mengem-
balikan kerugian korban, melakukan reintegrasi
korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban

12 Ibid

bersama. Sasarannya memberikan kesempatan
kepada korban untuk terlibat secara langsung
dalam diskusi dan pembuatan keputusan
mengenai pelanggaran yang terjadi padanya
dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta
mendengar secara langsung penjelasan dari
pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.
Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas
akibat perbuatannya kepada orang lain serta
memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab
penuh atas perbuatannnya. Selain itu bagi
keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama
menentukan sanksi bagi pelaku dan membim-
bingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir
adalah memberikan kesempatan kepada korban
dan pelaku untuk saling berhubungan dalam
memperkuat kembali tatanan masyarakat yang
sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran
oleh pelaku terhadap korban.

3. Circles

Pelaksanaan circles pertama kali sekitar
tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama hal-
nya dengan conferencing yang dalam pelaksana-
annya memperluas partisipasi para peserta
dalam proses mediasidi luar korban dan pelaku
utama. Tujuannya membuat penyelesaian
terhadap suatu tindak pidana dengan memper-
temukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak
lainnya yang berkepentingan dengn terjadinya
suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai
melalui proses circles adalah terlaksananya
penyembuhan pada pihak yang terluka karena
tindakan pelaku dan member kesempatan
kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya
dengan  tanggung  jawab  penyelesaian
kesepakatan.

4. Restorative Board/Youth Panels.

Program ini mulai dilaksanakan di Negara
bagian Vermont pada tahun 1996 dengan
lembaga pendamping Bureau of Justice
Assistance setelah melihat respon yang baik dari
warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh
Spring tahun 1994 yang memaparkan
keikutsertaan masyarakat dalam program
reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi
dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak
pidana yang dilakukan oleh anak dengan
melibatkan  pelaku, korban, masyarakat,
mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela
secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang
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tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau
masyarakat.sasarannya adalah peran aktif serta
anggota masayarakat serta langsung dalam
proses peradilan tindak pidana, kemudian
memberi kesempatan kepada korban dan
anggota masyarakat melakukan dialog secara
langsung dengan pelaku. Pertemuan yang
diadakan tersebut menginginkan pelaku
melakukan pertanggungjawaban secara
langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri  telah
mengenal konsep restorative justice dalam
kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang
lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di
dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia,
Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini
juga sesungguhnya telah memiliki konsep
restorative justice jauh sebelum ide ini hadir dan
masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak.
Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan
bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwa-
kilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah
mengagungkan prinsip musyawarah sebagai
suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk
menyelesaikan segala permasalahan yang ada di
bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya
restorative justice juga telah berkembang di
dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu
kesepakatan yang win-win solution tanpa
merugikan atau menyebabkan ketidakseim-
bangan terhadap satu pihak sehingga
penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam
konteksi Indonesia Bagir Manan menyebutkan
bahwa konsep dan prinsip restorative justice
sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah
masyarakat adat Indonesia.'®

Konsep diversi dan restorative justice
sendiri semakin dikenal melalui seminar-
seminar yang menumbuhkan semangat dan
keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini
lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di
adakan diskusi di antara aparat penegak hukum
yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak
untuk membicarakan langkah terbaik dalam
upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak
pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat
penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi

13 Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi
dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta,
hal. 162

yang terbaik dalam rangka memberikan
perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini
pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri
Bandung dengan membuat ruang tahanan
khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13
Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut
aparat penegak hukum dalam sistem peradilan
pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan
kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek
percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi
dan restorative justice di Indonesia.'*

Program diversi dan restorative justice
telah berkembang dengan pesat ke seluruh
penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal
untuk merubah sistem peradilan anak di
beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan
terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk
menerapkan konsep baru yaitu restorative
Jjustice. Konsep ini relevan untuk transformasi
semua bagian dari sistem peradilan pidana
kepada proses yang tepat artinya pada setiap
tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat
penegak hukum yang termasuk dalam sistem
peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses
restorative justice.®

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan
konsep diversi dan restorative justice sebagai
bentuk penyelesaian permasalahan tindak
pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku
dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu
ultimum remidium atau upaya terakhir yang
digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian
yang tepat melalui kedua konsep ini.

2.2 Tujuan Restorative Justice

Penyelesaian tindak pidana melalui
restorative justice suatu konflik atau kerusakan
yang timbul akibat tindak pidana adalah
dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi
dalam hubungan antara anggota masyarakat
yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh
seluruh pihak secara bersama-sama.
Lingkaranpenyelesaian ~ berpusat  kepada
keseimbangan melalui pemberian kesempatan
terhadap korban untuk berperan dalam proses
penyelesaian  tindak  pidana. Umbreit
menjelaskan bahwa, “restorative justice is a

14 Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif
: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang,
Universitas Diponegoro, Semarang, , hal. 211

15 Ibid., hal. 33
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victim centered response to crime that allows the
victim, the offender, their families, and
representatives of the community to address the
harm caused by the crime”(keadilan restoratif
adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang
berpusatkan pada korban menginginkan korban,
pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga
mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk
mengani  kerusakan dan kerugian yang
diakibatkan oleh tindak pidana).'®
Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima)
prinsip dalam restorative justice, yaitu :
1. Restorative justice invites full participation
and consensus.
Restorative Justice mengandung partisipasi
penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban
dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam
perundingan untuk menemukan penyelesaian
secara komprehensif. Selain itu juga
membuka kesempatan bagi masyarakat yang
selama ini merasa terganggu keamanan dan
ketertibnnya oleh pelaku untuk ikut duduk
bersama memcah persoalan tersebut.
Undangan untuk ikut serta pada dasarnya
tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela,
walaupun demikian tentunya pelaku akan
diikutkan, apabila tidak maka akan
berjalanlah proses peradilan tradisional;
2. Restorative justice seeks to heat what is
broken.
Restorative Justice mencari solusi untuk
mengembalikan dan menyembuhkan
kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana
yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk
juga upaya penyembuhan atau pemulian
korban atas tindak pidana yang menimpanya.
Namun  pelaku  juga  membutuhkan
penyembuhan, mereka butuh  untuk
dibebaskan dari kebersalahan mereka dan
ketakutan.
3. Restorative justice seeks full and direct
accountability.
Restorative  Justice memberikan rasa
tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang
bertanggung jawab atas perbuatannya.
Pelaku harus menunjukan rasa
penyesalannya dan mengakui kesalahannya
serta menyadari bahwa perbuatannya
tersebut mendatangkan kerugian bagi orang
lain;

16 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Op. Cit.,
hal. 130

4. Restorative justice seeks to recinite what has

been devided.
Justice berusaha menyatukan kembali
pelaku sebagai warga masyarakat dengan
masyarakatnya yang selama ini terpisah
akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan
dengan mengadakan rekonsiliasi antara
korban dan pelaku serta mengingtegrasikan
kembali keduanya dalam kehidupan
masyarakat secara normal. Keduanya harus
dibebaskan dari masa lalunya demi masa
depannya yang lebih cerah.

5. Restorative justice seeks to sterghten the
community in order to prevent futher harms.
Restorative Justice memberikan kekuatan
kepada masyarakat untuk mencegah supaya
tindakan kejahatan tidak terulang kembali.
Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam
kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa
menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk
membuka keadilan yang sebenanrnya bagi
semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui
pendekatan restoratif masing-masing individu
dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan
masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan
sebagai pihak yang harus memberi dukungan
bagi individu-individu atau masyarakat yang
mempunyai keinginan untukmenyelesaikan
konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan
restoratif sebenarnya individu-individulah yang
memainkan peran dan tanggung jawabnya
dalam pemecahan konflik secara kolektif dan
bukan dibebankan pada Negara.

Pengertian yang diberikan oleh legislator
melalui Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, restorative justice hadir untuk
memberikan ~ pemulihan ~ bukan  untuk
memberikan pembalasan yang selama ini telah
di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada
tindak pidana yang dilakukan oleh orang
dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian
yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan
tujuan utama yang diberikan oleh restorative
Jjustice tanpa memberikan beban dan tanggung
jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi
keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan
dalam menyelesaikan masalah tersebut.
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2.3 Pendekatan dan Prinsip Restorative
Justice
Van Ness, seperti yang dikutip oleh

Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan

restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi,

yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang
mengakibatkan kerugian pada korban,
masyarakat dan pelaku itu sendiri.

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses
peradilan  pidana  adalah  melakukan
rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil
memperbaiki kerugian yang ditimbulkan
oleh kejahatan.

3. Proses peradilan pidana harus dapat
memfasilitasi partisipasi aktif para korban,
pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya
peradilan pidana didominasi oleh negara
dengan mengesampingkan yang lainnya.!’

Keadilan restoratif akan bertentangan

dengan asas legalitas dan kepastian hukum
(rechtzakerheid). Hal ini karena keadilan
restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara,
melainkan pada bagaimana perbaikan atau
pemulihan keadaan korban pasca terjadinya
suatu tindak pidana.Dalam hal ini, pelaku tindak
pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti
rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan
wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak
hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum
pidana memiliki kekuatan yang mampu
memulihkan hubungan antar pihak yang
menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga
memiliki kekuatan untuk mencegah adanya
permusuhan lebih mendalam antar para pihak
dan mendorong rekonsilisasi antara pihak
pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan
lainnya ialah mendorong adanya partisipasi
warga masyarakat lainnya, misalnya anggota
keluarga atau tetangga serta menekankan
pentingnya peran korban dalam suatu proses
menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi
kekuatan untuk memberi kesempatan pada
pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan
kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi

17 Johnstone dan Van Ness,2005, The
Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk
Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-
Thailand, hal. 2-3

bertemu dalam pertemuan yang dilakukan
secara  professional.  Perspektif keadilan
restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran
hukum dari lex talionis atau retributive justice
dengan menekankan pada upaya pemulihan
(restorative).Dalam upaya pemulihan korban
bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih
retributive dan legalistic sulit untuk mengobati
luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya
untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas
perilakunya yang menyebabkan kerugian orang
lain.®®

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak
selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya
pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan
peran para pihak sendiri dalam menentukan
keputusan masih membutuhkan pengalaman dan
konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif
ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah
orang yang masuk dalam proses peradilan
pidana khususnya dalam lembaga pemasyara-
katan, berkurangnya beban sistem peradilan
pidana dan meningkatnya partisipasi publik
dalam membantu penyelesaian kasus hukum.*®

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif

menurut Adrinus Meliala adalah sebagai
berikut:
1. Menjadikan  pelaku  tindak  pidana

bertanggung jawab memperbaiki kerugian
yang ditimbulkan akibat kesalahannya.

2. Memberikan kesempatan kepada pelaku
tindak pidana membuktikan kapasitas dan
kualitasnya disamping mengatasi rasa
bersalahnya secara konstruktif.

3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-
pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.

4. Menciptakan forum untuk bekerja sama
dalam menyelesaikan masalah.

5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata
antara perbuatan yang dianggap salah atau
jahat dengan reaksi sosial yang formal.?

Penerapan konsep restorative justice dalam

kasus kecelakaan lalu lintas

3.1 Perkembangan Konsep restorative justice
Restorative Justice merupakan konsep dari

penegakan hukum yang menitikberatkan kepada

18 Siswanto Sunarso,2014, Viktimologi
dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika,
Jakarta, hal. 157

9 Ibid., hal. 158.

2 Ibid
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kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.
Selain hal tersebut, Restorative Justice juga
bertujuan untuk mengembalikan  kondisi
masyarakat yang telah terganggu dikarenakan
adanya perbuatan melanggar hukum.?! Oleh
karena itu konsep restorative justice diharapkan
memiliki cara pandang yang berbeda dalam
menyikapi suatu masalah, khususnya kepada
kasus yang biasa terjadi pada usia yang masih
dibawah umur yaitu dalam hal anak.

Menurut Tony F. Marshall restorative
Jjustice adalah : “Restorative justice is a process
whereby parties with a stake in a specific offence
collectively resolve how to deal with the
aftermath of the offence and its implications for
the future”.?* (Terjemahan bebas dari penulis :
Keadilan restoratif ada suatu bentuk proses
dimana pihak yang terlibat dalam suatu tindak
pidana tertentu bersama-sama memecahkan
suatu masalah bagaimana mengatasi akibat di
masa yang akan datang).

Restorative  justice  adalah  konsep
pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan
tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum
pidana yang berlaku (formal dan materil).
Restorative justice harus juga diamati dari segi
kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari
kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang
berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan
terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi
pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi
masyarakat. Hal inilah yang mendorong
kedepan konsep “restorative justice”

Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa
dijadikan sebagai Restorative Justice, akan
tetapi keberadaannya tidak diakui negara atau
tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional.
Hukum adat bisa menyelesaikan suatu
permasahalan yang timbul dan menyelesaikan
bersifat kekeluargaan dalam konflik yang timbul
di masyarakat dan memberikan kepuasan pada
pihak yang berkonflik. Muncul suatu sistem
restorative justice sebagai kritik atas penerapan
dan bentuk sistem peradilan pidana dengan
pemenjaraan yang dianggap tidak efektif
menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya,
pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak
dapat ikut serta dalam penyelesaian konflik.
Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang

21 Wawancara oleh Bapak Kepolisian
Alimuddin J, Kanit Laka

dipenjara juga menimbulkan persoalan baru bagi

keluarga dan sebagainya.

Pengenalan Restorative Justice (Keadilan
Restoratif) dalam sistem hukum di Indonesia
masih bersifat tidak komprehensif, yang tersebar
dalam berbagai ketentuan peraturan yang
beberapa praktek pernah muncul sebagai
berikut. Penerapan Restorative justice (Keadilan
Restoratif) juga terlibat pada beberapa kebijakan
penegakan hukum, diantaranya :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) No.
6 Tahun 1950, menyebutkan bahwa
persidangan anak harus dilakukan secara
tertutup.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November
1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

3. Surat Edaran Jaksa Agung Rl SE-002/].
a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor
1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991
dimana dalam putusan disebutkan bahwa
apabiia seseorang melanggar hukum adat
kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat
memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka
yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi
(untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa
dalam persidangan Badan Peradilan Negara
(Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang
sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan
pidana penjara menurut ketentuan KUH
Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1
Tahun 1951) sehingga dalam keadaan
demikian pelimpahan berkas perkara serta
tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard)

Munculnya konsep Restorative Justice
bukan berarti meniadakan pidana penjara, akan
tetapi itu menjadi langkah awal yang biasa
dilakukan untuk menyelesaikan adanya konflik
antara pihak pelaku dan korban yang
bermasalah, jika ditinjau dari kronologis perkara
yang terjadi. Sesuai dengan prinsip Restorative
Justice secara umum dikenal bahwa usulan dari
korban dan masyarakat dalam proses tatap
muka, tidak berbentuk berlawanan, nonformal
dan pertemuan secara sukarela dengan pelaku
dalam suasana yang aman dan menghasilkan

22 Marlina,2010, Pengantar Konsep diversi
dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana,
Medan : USU Press,
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proses yang terbaik antar kedua belah pihak.

Restorative Justice tidak hanya ditujukan pada

pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya,

akan  tetapi  sebaliknya  yaitu  untuk
merehabilitasi keadilan dan hukum.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan
Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung,
dan Kepolisian Republik Indonesia membuat
peraturan lebih lanjut untuk masing-masing
institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara
pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara
lain?;

1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018
Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan
Restoratif dalam Penyelesaian Perkara
Pidana (SE Kapolri 8/2018”);

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana
(Perkapolri 6/2019);

3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
(Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan
Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan
Keadilan  Restoratif (Kepdirjenbadilum
1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No.

15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan  Keadilan  Restoratif, yang

selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun

2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan

restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban,

dan masyarakat dalam proses penyelesaian
perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan
pendekata keadilan restoratif berdasarkan

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini

terlihat bahwa peraturan tersebut

menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian
antara pelaku dan korban dan bagaimana
kemudian hukum acara mengakui keberadaan
kesepakatan perdamaian tersebut sebagai

2 Penerapan restorative justice di
lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat
Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020
tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan
Umum

kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.
Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah
paradigma pemidanaan bukan untuk
pembalasan melainkan sebagai pemulihan,
Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan
mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor
15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang
diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa
(HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No.
15 Tahun 2020 juga memuat mengenai
pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif
sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas
sebuah kesepakatan perdamaian karena jika
demikian proses yang berjalan justru akan
terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara
prosedur saja schingga kebenaran (khususnya
kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat
tercapai®®. Peraturan ini juga dianggap sebagai
substansi hukum (legal substance)
diformulasikan untuk mengeliminasi paham
rigid positivistik dengan lebih mengedepankan
hukum progresif berlabel keadilan restoratif
(restorative justice). Adapun keadilan restoratif
merupakan penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula dan bukan pembalasan.?®

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja
Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut
Umum  dalam  Penghentian  penuntutan
berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan
dengan memperhatikan:
a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum
lain yang dilindungi;
penghindaran stigma negatif;
penghindaran pembalasan;
respon dan keharmonisan masyarakat; dan
kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum

dalam Penghentian penuntutan berdasarkan
Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan
mempertimbangkan:

o a0 o

24 Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal
Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan
Restoratif’, Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020, hlm.
1153-1178.

2 Ibid
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a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak
pidana;

b. latar belakang
tindak pidana;

c. tingkat ketercelaan;

d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari
tindak pidana;

e. cost and benefit penanganan perkara;

f. pemulihan kembali pada keadaan semula;
dan

g. adanya perdamaian antara Korban dan
Tersangka.

Adanya Perja No. 15/2020 yang membe-
rikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak
pidana. Keadilan restoratif (restorative justice)
merupakan pendekatan dalam penyelesaian
tindak pidana yang saat ini kembali banyak
disuarakan di berbagai negara. Melalui
pendekatan keadilan restoratif, korban dan
pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai
perdamaian dengan mengedepankan win-win
solution, dan menitikberatkan agar kerugian
korban  tergantikan dan pihak  korban
memaafkan pelaku tindak pidana. Secara
normatif, sistem peradilan pidana ditujukan
untuk law enforcement (penegakan hukum).
Sistem tersebut pajak operasional ketentuan
perundang-undangan agar dapat mengatasi
kriminalitas untuk menghasilkan kepastian
hukum. Implementasi social defense dapat
difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi
mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih
baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat
(expediency) seharusnya dapat diperhatikan oleh
sistem peradilan pidana. Sistem peradilan
pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi
residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek.
Sedangkan wuntuk jangka panjang, sistem
peradilan  pidana  dimaksudkan  untuk
menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih
baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak
dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam
sistem peradilan yang sudah dijalankan.

terjadinya dilakukannya

KESIMPUAL DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penilitian dan
pembahasan, maka penulis menyimpulkan
beberapa hal diantaranya sebagai berikut :
1. Dengan diterapkannya konsep restorative
Jjustice pada kecelakaan lalu lintas terutama

yang mengakibatkan luka berat dan
meninggal dunia, akibat hukum terhadap
pelaku ialah berkewajiban untuk
mengembalikan, mengganti atau merestorasi
segala kerugian yang ditimbulkan oleh
kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh
pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan
bagi korban. Walaupun pelaku telah
bertanggung jawab dan telah melakukan
perdamaian dengan korban hal tersebut
hanya dijadikan dasar pertimbangan hakim
untuk meringankan penjatuhan pidana
kepada pelaku, tuntutan pidana terhadap
dirinya tidak menjadi hilang sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu,
kepolisian tetap melakukan penyidikan
sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan
perundangundangan, hal ini sebagaimana
diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan
demikian, dalam perkara kecelakaan lalu
lintas, pihak kepolisian tetap akan melakukan
penyidikan meskipun ada kesepakatan
bahwa keluarga korban tidak akan menuntut
secara pidana.

4.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan sesuai
dengan keterkaitannya dengan penulisan skripsi
ini, yaitu:

1. Kepada pemerintah perlunya diatur secara
jelas mengenai penerapan restorative justice
dalam bentuk undang-undang sebagai
penerapan hukum formil, pemerintah perlu
melakukan formulasi kebijakan terhadap
penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu
lintas melalui pendekatan restorative justice,
dengan tujuan memberikan nilai kepastian
hukum agar dapat mengakomodir rasa
keadilan dan perlindungan bagi korban dan
pelaku kecelakaan lalu lintas yaitu dengan
melakukan revisi terhadap undang-
undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan  dengan
menggunakan konsep restorative justice
sebagai upaya penyelesaian perkara
kecelakaan lalu lintas.
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